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ABSTRAK 

Penulisan  karya ilmiah ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemberi sertipikat jaminan fidusia. Perjanjian pembelian mesin Water Treatment 

Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA), dalam hal ini PT. Pilar Bahtera 

Mandiri (Debitur) mengajukan pembiayaan Water Treatment Plant (WTP) atau 

Instalasi Pengolahan air (IPA) terhadap pihak Leasing (Kreditur), dengan sistem 

pertama membayar bunga dan angsuran selama tenor yang telah disepakati. 

Kemudian dibuatkan dan didaftarkan oleh Debitur pada Menteri hukum dan hak 

asasi manusia Jaminan Fidusia, yang kemudian Debitur sudah membayarkan bunga 

yang merupakan kewajibannya terhadap Leasing (Kreditur). Dikarenakan sesuatu 

hal Debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang disepakati. Kemudian Leasing 

melaporkan Kreditur ke kepolisian Metro Jakarta dengan Pasal 372 KUHP dan 

Pasal 378 KUHP. Dari  permasalahan tersebut penulis mencoba membuat analisa 

yang mengatur tentang perlindungan terhadap Debitur pemberi Jaminan Fidusia 

memakai Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman. 
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xi                            
           Universitas Kristen Indonesia 

 

 

ABSTRAK 

 

This research of this scientific paper aims to explain the form of legal protection 

for the giver of a fiduciary guarantee certificate. The purchase agreement for the 

Water Treatment Plant (WTP) machine, in this case Pilar Bahtera Mandiri 

Company (Debtor) proposes financing for the Water Treatment Plant (WTP) to the 

Leasing party (Creditor), with the first system paying interest and installments for 

the agreed tenor. Then made and registered by the Debtor at the Minister of Law 

and Human Rights Fiduciary Guarantee, then the Debtor has paid the interest 

which is his obligation to Leasing (Creditors). Due to something the debtor is 

negligent or does not pay the agreed installments. Then Leasing reports the creditor 

to the Metro Jakarta police under Article 372 of the Criminal Code and Article 378 

of the Criminal Code. From these problems, the author tries to make an analysis 

that regulates the protection of debtors who provide Fiduciary Guarantees using 

the Legal System according to Lawrence M. Friedman. 

 

 

 

 


